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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Kekosongan Hukum 

Perkawinan beda agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan 

berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum 

Islam, dengan pertimbangan dikeluarkannya aturan tersebut adalah untuk 

menghindari timbulnya keburukan/kerugian (mafsadat) yang lebih besar 

disamping kebaikan/keuntungan (maslahat) yang ditimbulkan.  

Kekosongan hukum tersebut akibatnya budaya hukum (Tindakan 

manusia dalam menyikapi aturan Undang-Undang) dapat menimpulkan 

ketidakpastian hukum. Bahwasannya, perkawinan beda agama dan 

perkawinan yaitu dua hal yang berbeda.perkawinan beda agama yaitu 

pasangan antar umat berbeda agama atau kepercayaan, sedangkan 

perkawinan campuran yaitu berkaitan dengan perkawinan antar warga 

negara dengan warga negara asing. Oleh karena itu Pasal 8 UU Perkawinan 

harus diamandemen. 

2. Penyelundupan  Hukum 

Status perkawinan beda agama menurut sistem hukum perkawinan di 

Indonesia jelas tidak memberikan peluang untuk pernikahan beda agama, 

karena Undang-Undang Perkawinan menyerahkan sah tidaknya perkawinan 

menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdasarkan pembahasan 

diatas tidak ada satupun agama yang membolehkan perkawinan beda 

agama. Penyelundupan hukum di bidang perkawinan, jelas bertentangan 
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dengan ketertiban umum, kantor pencatatan sipil hanya berwenang 

mencatatkan dan melaksanakan putusan hakim, sehingga hakim perlu 

menemukan hukum agar putusan yang dikeluarkan tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum. Jika penyelundupan hukum ini tetap dibiarkan 

maka akan mengganggu kelancaran penegakan hukum perkawinan di 

Indonesia, untuk itu perlu adanya tafsiran atau aturan yang jelas mengenai 

syarat sah nya perkawinan dihimpun dari berbagai agama yang diakui di 

Indonesia.   

Hemat penulis terjadinya penyeludupan hukum ataupun terjadinya 

perkawinan luar negeri di Indonesia yaitu karena UU Perkawinan di 

Indonesia tidak membolehkan kecuali setiap agama karena sahnya sebuah 

perkawinan yaitu tergantung aturan agamanya masing-masing penganut. 

Oleh karena itu struktur hukum harus progresif untuk mengusulkan terkait 

perkawinan beda agama sehingga substansi hukumnya dapat bermanfat 

terahdap budaya hukum dapat berjalan ditengah kehidupan bermasyarakat. 

3. Tumpang Tindih Undang-Undang 

Hadirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya 

dalam Pasal 35 membuka peluang untuk melegalisasi perkawinan beda 

agama. Pertentangan hukum diantara dua Undang-Undang ini tentu saja 

menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat, utamanya hakim dalam 

menetapkan perkawinan beda agama. Konsekuensinya dapat ditemui 

disparitas penetapan hakim, sebagian menolak namun sebagian juga 

mengabulkan penetapan perkawinan beda agama. Apabila hal ini terus 

dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 
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Agar tidak terjadinya tumpang tindih aturan harus adanya suatu 

aturan yang secara eksplisit terkait perkawinan beda agama terutama dalam 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

5.2 Saran 

1. Pemerintah selayaknya mengamandemen kembali Undang-Undang 

Perkawinan yang saat ini berlaku dan memasukkan aturan baru terkait 

larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 Undang-Undang 

Perkawinan. 

2. Mendirikan Lembaga mediasi yang dapat membantu pasangan beda agama 

dalam menyelesaikan sengketa yang timbul, baik sebelum maupun setelah 

perkawinan. Mediasi dapat membantu menemukan solusi yang memadai 

dengan melibatkan pihak-pihak yang terlihat. 

3. Undang-Undang perkawinan harusnya sinkronisasi dengan Undang-

Undang Administrasi Kependudukan terkait perkawinan beda agama antara 

Pasal 2 ayat 1 dengan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan 

perkawinan beda agama, ini dilakukan agar terjadinya sinkronisasi dan 

harmonisasi antara kedua UU tersebut, sehingga UU Perkawinan tidak 

menimbulkan mitu tafsir di kalangan masyarakat dan kekosongan hukum 

terkait perkawinan beda agama. 
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